BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOYOLALI,

Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu
sumber pendapatan daerah yang penting guna
membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 15 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang
Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi
Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing,
maka Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13
Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlu
disempurnakan sesuai dengan kebutuhan hukum saat
ini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Retribusi Perizinan Tertentu;

Mengingat -1 Undang-Undang Gangguan (Hinderordonnantie

Staatsblad 1926 Nomor 226 sebagaimana diubah
dengan Staatsblad 1940 Nomor 450);

2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Undang-Undang........
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Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang
Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi
Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5358);

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13
Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
(Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011
Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

Menetapkan

dan

BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

Pasall........
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13
Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah
Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 13), diubah sebagai berikut:

1.

Ketentuan Pasal 1, angka 3 dan angka 30 diubah, angka 5 dihapus dan
diantara angka 19 dan angka20 disisipkan2 (dua) angka, yakni angka 19a
dan angka 19b,sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Boyolali.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Boyolali.
Dihapus.

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun,
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi
lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi
kolektif dan bentuk usaha tetap.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu
yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah
untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam
rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang
dimaksudkan wuntuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan
pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, serta penggunaan
sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu
guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian
lingkungan.

10. Retribusi Izin........
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. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi

IMB adalah pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan oleh
Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan, termasuk
perubahan bangunan.

Izin Mendirikan bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin
yang dikeluarkan oleh Bupati dengan memberikan hak kepada
pemiliknya untuk mendirikan, mengubah atau menambah bangunan
sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang
menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya
berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang fungsinya
sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau
tempat tinggal kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial,
budaya, maupun kegiatan khusus.

Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan
seluruhnya atau sebagian atau menambah bangunan yang sudah ada,
termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang
berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan.

.Retribusi Izin Gangguan adalah pembayaran atas pemberian izin

tempat usaha kepada orang pribadi atau Badan di lokasi tertentu yang
menimbulkan bahaya, kerugian dan/atau gangguan.

Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan
untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan
jasa angkutan yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, serta
lintasan tetap, baik berjadwal maupun tidak berjadwal.

Izin Trayek adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan
untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan kendaraan bermotor
umum dalam trayek wilayah daerah

Retribusi Izin Trayek adalah pembayaran atas pemberian izin kepada
orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan kendaraan
bermotor umum dalam trayek wilayah daerah.

Izin Insidentil adalah Izin yang diberikan kepada perusahaan angkutan
yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan
bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.

Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya
disebut Perpanjangan IMTAadalah izin yang diberikan oleh Bupati atau
pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

19b.Retribusi Perpanjangan IMTAadalah pungutan atas pemberian

perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.

20. Subjek........
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Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang dapat
dikenakan retribusi.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan
pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi
tertentu.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan
batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan
perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.

Retribusi yang terutang adalah retribusi yang harus dibayar pada suatu
saat, dalam Masa Retribusi, dalam Tahun Retribusi atau dalam bagian
Tahun Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan retribusi daerah.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya
retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada
Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD,
adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan
cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh
Bupati.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD,
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah
pokok retribusi yang terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya
disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan
jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi
lebih besar daripada retribusi terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD,
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi
administratif berupa bunga dan/atau denda.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif
dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi
dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi
daerah.

Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat yang
berwenang untuk menegur atau memperingatkan penanggung Retribusi
untuk melunasi utang Retribusinya, setelah tanggal jatuh tempo
pembayaran utang Retribusinya.

31. Insentif........
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Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah
tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas
kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan
menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat
terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan Tindak Pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat
terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang
terjadi serta menemukan tersangkanya.

Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh
Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil
tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali yang diberi
wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan
tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.

Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu dalam Peraturan Daerah ini adalah:

a.

b.
C.
d.

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
Retribusi Izin Gangguan;
Retribusi Izin Trayek; dan

Retribusi Perpanjangan IMTA.

Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) Bagian yaitu Bagian
Ketiga A yang terdiri dari 6 (enam) Pasal yakni Pasal 22A, Pasal 22B, Pasal
22C, Pasal 22D, Pasal 22E, dan Pasal 22F, sehingga Bagian Ketiga A
berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga A
Retribusi Perpanjangan IMTA

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 22A

Dengan nama Retribusi Perpanjangan IMTA dipungut Retribusi sebagai
pembayaran atas pemberian Perpanjangan IMTA.

Pasal 22B........
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(2)

(1)

(2)

(3)
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Pasal 22B

Objek Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf d meliputi pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi
Kerja Tenaga Kerja Asing.

Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak termasuk instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-
badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan
tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 22C
Subjek Retribusi Perpanjangan IMTA meliputi Pemberi Kerja Tenaga
Kerja Asing.

Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
Wajib Retribusi.

Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pemberi
Kerja Tenaga Kerja Asing yang lokasi kerjanya di wilayah Daerah.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 22D

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah penerbitan dan

jangka waktu Perpanjangan IMTA.

Paragraf 3
Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 22E

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan

sebesar USD 100 (Seratus Dollar Amerika) setiap orang setiap bulan
dan dibayarkan dimuka.

(2) Pemberi kerja yang mempekerjakan TKA kurang dari 1 (satu) bulan

wajib membayar retribusi sebesar 1 (satu) bulan penuh.

(3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan dengan

rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran oleh
Wajib Retribusi.

Paragraf 4........
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Paragraf 4
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 22F

(1) Masa Retribusi adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender atau
ditetapkan lain oleh Bupati.

(2) Saat Retribusi terutang pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 2016

BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO
Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

SRI ARDININGSIH
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2016 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,

SUNARNO
Pembina Tingkat I
NIP. 19640608 199203 1 006

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA
TENGAH: (21/2016)



